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BUPATI LUWU UTARA 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 40 TAHUN 2017 

TENT ANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu 
membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2016; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah cliubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 
151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Pokok-Pokok Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 354); 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Nomor· 11 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 11); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 
Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 
2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2017 Nomor 9); 

22. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 
2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 88); 

23. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 
2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu 
Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten LUwu Utara Tahun Anggaran 2016 
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 
Nomor 39); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2016. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri 
atas: 
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(dawn rupiah) 
Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Pendapatan Transfer 
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Bunga 
3. Belanja Subsidi 
4. Belanja Hibah 
5. Belanja Bantuan Sosial 
6. Belanja Bagi Hasil 
7. Belanja Bantuan Keuangan 
8. Belanja Tak Tellluga 

b. Belanja Langsung 
1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Barang dan Jasa 
3. Belanja Modal 

Jumlah Belanja 
Surplus I (Deflsl!J 

Pemblayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

140.996.159.504,84 
932.788.948.414,80 
114.863.267.819,00 

444.220.466.312,00 

50.000.000,00 
8.072.566.675,00 

1.392.601.000,00 
173.253.775. 7 40,00 

83.366.000,00 

22.714.200.250,00 
324.784.587.731,48 
199.740.352.310, 18 

1.188.648.375.738,64 

627.072.775.727,00 

547.239.140.291,66 
1.174.311.916.018,66 

14.336.459.719,98 

26.218.248.160,50 

Jumlah Pemblayaan Netto 
Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

Pasal 2 

26.218.248.160,50 
40.554.707.880,48 
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Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I 
Rancangan Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam 
penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Bupati ini. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Utara. 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati im dengan 

dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu 

Agustus 2017 

� INDAH PUTRI INDRIANI v\· 
Diundarigkan di Masamba 
padatanggal 14 Agustus 2017 

SEKRETARIS DAERAH KASUPATEN LUWU UTARA, 

� 

PARAF KOORDlt i SEKDA 
AS I STEN I 
KABAG HUKUM v 

. 
KASUBAG l 

/ 

ABDUb1viAHFU D 

SERITA DAERAH KASUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 
NOMOR 40 
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